BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis dan hasil uji hipotesis tentang pemahaman

peraturan perpajakan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan

wajib pajak restoran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,001 (Sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa
pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.

Omeset dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar -0,515 (Sig.
> 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa omset tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten
Madiun.

Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar
0,001 (Sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di
Kota dan Kabupaten Madiun.

Sanksi dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,425 (Sig.
> 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten

Madiun.
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B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan yang mempengaruhi hasil

penelitian ini diantaranya:

1.

Variabel independen yang digunakan hanya variabel pemahaman
peraturan perpajakan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi.

Lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya di Kota dan
Kabupaten Madiun.

Variabel omset pada penelitian ini menggunakan hipotesis arah positif.
Ada keterbatasan dalam kuesioner untuk variabel pemahaman peraturan
perpajakan, omset dan kepatuhan wajib pajak dalam hal validitas konten

dalam hal pernyataan.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah:

1.

Penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel
independen lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Misalnya: kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, dan keadilan prosedural.

. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup

penelitian (tidak hanya di Kota dan Kabupaten Madiun), misalnya pada

wilayah seprovinsi Jawa Timur.

. Penelitian selanjutnya untuk variabel omset tidak perlu menggunakan arah

pada hipotesisnya.
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4. Penelitian selanjutnya untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan,
omset dan kepatuhan wajib pajak lebih mendalami atau memperbaiki

sumber pertanyaan mengenai variabel tersebut.
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